
	
		
		    
			
			    
			
			
			    
			    
			    
			 
		    

		                     
				 Home
	 Add Document
	 Sign In
	 Register


			
			    
				
				    
					
					
					    
					

				    

				

			    

			

		    

		

	

	
    
	
	        	    
		    		Makalah Percobaan Tindak Pidana    	    

	    	    	Home 
	Makalah Percobaan Tindak Pidana


	

    




    
	
	    	    
		
		    
			
			    
				Deskripsi lengkap...			    

			        			    
    				Author: 
				    					Rhino Rusbani				        			    

			    
			

			
			    

			     3 downloads
			     334 Views
			        			     256KB Size
			    			

			
			     Report
			

		    

		    
			
			    
				 DOWNLOAD .PDF
			    

			

			
			    
				
				
				    
				
				
				
				    
				
				
				    
				
			    

			    
				

			    

			

		    

		    

		    

		    
		    

		

            

            
                
                    Recommend Documents

                

		
		    									    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Makalah Percobaan Tindak Pidana	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		makalah Tindak Pidana Korupsi.docx	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		MAKALAH Tindak Pidana Penganiayaan	    
	
	
	    MAKALAH Tindak Pidana PenganiayaanDeskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		MAKALAH TINDAK PIDANA PERBANKAN	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Makalah Tindak Pidana Korupsi	    
	
	
	    TINDAK PIDANA KORUPSI      Makalah ini disusun untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia      Semester Ganjil 2014      Budi Zulmi Setiawan  1410111165                  FAKULTAS HUKUM    ...

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Makalah Kwn-Tindak Pidana Korupsi	    
	
	
	    Berisi pengertian Korupsi dan landasan hukum pemberantasan Korupsi.Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Makalah Delik Tindak Pidana Korupsi	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Pemilu	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TINDAK PIDANA EKONOMI -	    
	
	
	    Deskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Perpajakan	    
	
	
	    Menjelaskan tindak pidana perpajakanFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		MATERI TINDAK PIDANA KORUPSI	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Korupsi	    
	
	
	    korupsi, pancasila, hukumFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Kepabeanan	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Perpajakan	    
	
	
	    Menjelaskan tindak pidana perpajakanFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.docx	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Pasar Modal	    
	
	
	    Deskriptif singkat mengenai tindak pidana pasar modal.Deskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TINDAK PIDANA EKONOMI -	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Khusus - Penadahan	    
	
	
	    Deskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		PENGULANGAN TINDAK PIDANA	    
	
	
	    pengulangan tindak pidana dan alasan hapusnya menjalankan pidanaDeskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Perpajakan	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.docx	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Ekonomi Perpajakan	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Unsur Tindak Pidana	    
	
	
	    Unsur Tindak Pidana

	

    

    

    


					    		

            

        

        
	                	
		

		
		        		    
    			
			    				
			        			

    		    

		    		    
			
			    
								    				    BAB I PENDAHULUAN



I.



Latar Belakang



 Adakalanya suatu tindak pidana itu tidak diselesai  Adakalanya diselesaikan kan oleh pelakuny pelakunya, a, dikarenakan oleh berbagai faktor. Faktor penyebab tidak selesainya suatu tindak pidana bisasaja berasal dalam diri si pelaku sendiri, maupun faktor lain dari luar diri sipelaku. Situasi seperti ini disebut dengan dengan percobaan tindak pidana (poging , attempate). Dalam percobaan terdapat beberapa pandangan mengenai bagaimana pisisi poging apakah merupakan suatu delik yang berdiri sendiri atau sebatas delik yang tidak selesai. Ketika suatu percobaan dipandang sebagai strafausdehnungsgrund (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang). Seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan delik, meskipun tidak memenuhi semua unsur delik tetap dapat dipidana apabila telah memenhi rumusan pasal 53 KUHP tentang percobaan. Singkatnya sifat percobaan digunakan untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan untuk memperluas delik. Artinya menurut pandangan ini percobaan hanya dipanang sebagai suatu delik yang tidak selesai. Pandangan lain menyebutkan percobaan sebagai dasar atau alasan dapat dipidananya suatu perbuatan. Percobaan melakukan tindak pidana merupakan serangkaian satu kesatuan yang lengkap. Akan tetapi hal ini merupakan suatu tindak pidana khusus/istiewa. Akan tetapi dalam makalah ini akan lebih difokuskan tentang bagaimana suatu percobaan delik itu dapat dipidanakan.



II.



Perumusan Masalah



 Apakah CR selaku terduga terduga apakah dapat dinyatakan dinyatakan sebagai sebagai pelaku, mengingat pengakuannya yang hanya sebatas kurir?  Apakah kasus penyelundupa penyelundupan n morfin ini termasu termasuk k delik yang selesai atau hanya sekedar percobaan delik?
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 BAB II PEMBAHASAN



A.



Pengertian Percobaan



Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut: Pasal 53: (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga. (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur  hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54: Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Kedua pasal tersebut tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan ( poging ). Tetapi hanya merumuskansyaratsyarat dan unsur-unsur yang menjadi batas antara percobaan yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana .[1]



B.



Dasar Patut Dipidananya Percobaan



Terdapat beberapa teori mengenai dapat dipidananya percobaan terhadap kejahatan. Diantaranya sebagai beriku: Pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat .
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 Kedua, teori obyektif. Dasar patut dipidananya percobaan terletak dapat dipidananya perbuatan yng dilakukan oleh si pembuat. Teori ini terbagi kedalam dua pandangan, yaitu : a.



Teori oyektuf formal 



Teori ini menitik beratkan pada sifat berbahaya perbuatan itu terhadap tata hukum. Delik dikatakan menjadi suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jadi ketika seseorang telah melakukan sebagian dari rangkaian tersebut, maka ia telah dianggap membahayakan tata hukum. b.



Teori obyektif materiil 



Teori ini lebih menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan tehadap kepentingan atau benda hukum. Terakhir, teori campuran. Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya dan sifat berbahayanya perbuatan. Prof. Mulyatno menyatakan bahwa dalam pasal 53 KUHP mengandung dua inti teori di atas. Dengan demikian, dalam percobaan tidak mungkin dipilih salah satu diantara teori obyektif dan teori subyektif karena jika demikian berarti menyalahi dua inti dari delik percobaan itu; ukurannya harus mencakup dua kriteria tersebut .[2]



C.



Keharusan percobaan kejahatan dipidana:



a. Usaha hendak berbuat: 







Orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya perbuatan itu telah dimulai (bukan hanya sekedar niat semata) Contoh: hendak menebang pohon (tujuannya adalah robohnya pohon tsb), orang itu telah mulai menebang 3 atau 4 kali.



b. Melakukan sesuatu dalam keadaan diuji: Melakukan perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu dibidang ilmu pengetahuan tertentu. Contoh: percobaan mengembangkan jenis udang laut, percobaan obat tertentu Menurut Wirjono Projodikoro: percobaan (poging) berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Jonkers menyatakan: mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai. Dalam UU tidak dijumpai adanya pengertian Percobaan. (Pasal 53 (1) KUHP hanya merumuskan
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 syarat-syaratnya untuk dapat dipidananya bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan.[3] Perlunya Percobaan Kejahatan dipidana adalah: walaupun kejahatan itu tidak terselesaikan secara sempurna: (1) pada orang yang mempunyai niat jahat untuk melakukan kejahatan yang telah memulai melaksanakannya (sudut subyektif); (2) pada wujud perbuatan nyata dari orang itu yang berupa permulaan pelaksanaan (sudut obyektif) dari suatu kejahatan; dipandang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi UU. (agar niat jahat orang itu tidak berkembang lebih jauh). Menurut Jonkers: mengancam pidana pada percobaan adalah bertujuan untuk pemberantasan kehendak yang jahat (niat) yang ternyata dalam perbuatan2.  Apabila tidak dirumuskan tersendiri dalam Pasal 53, maka si pembuat yang tidak menyelesaikan kejahatannya dengan sempurna tidak dapat dipidana. (dengan maksud membunuh laki-laki yang dibenci karena berselingkuh dengan isterinya, dengan menabrak mobil tetapi tidak mati hanya luka berat)  Apakah percobaan merupakan delik yang berdiri sendiri? Percobaan bukanlah delik yang berdiri sendiri. Hal ini dibuktikan bahwa percobaan diatur dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan Umum. Sehingga apabila seseorang dipersalahkan melakukan suatu percobaan, haruslah dituduhkan pasal terhadap perbuatan yang dikehendaki.oleh karena pasal tersebut tidak terpenuhi seluruh unsurnya disebabkan oleh tidak selesainya perbuatan tersebut, maka pasal tentang percobaan merupakan pasal yang harus diikutsertakan dalam surat dakwaan. Dengan demikian membuktikan bahwa pasal tentang percobaan tidak mungkin didakwakan secara mandiri. Kesimpulan:   



Percobaan bukan unsur tindak pidana Suatu delik yang tidak mempunyai bagian akhir. Percobaan bukan memperluas rumusan delik



Percobaan bukan perluasan arti dari tindak pidana Percobaan bukan delik selesai (khusus dalam delik makar dirumuskan sebagai delik selesai dan beridiri sendiri, meskipun perbuatan yang dituju belum terlaksana). Perbedaan antara Makar dan Percobaan, terletak pada alasan tidak selesainya perbuatan yang dikehendaki pelaku. Dalam Percobaan tidak selesainya perbuatan yang menjadi kehendak pelaku karena semata-mata di luar kehendak pelaku. Sedangkan dalam Makar tidak dipermasalahkan apakah tidak selesainya perbuatan tersebut karena kehendak sukarela pelaku atau di luar kehendak si pelaku. Tidak mungkin buku I KUHP didakwakan secara mandiri tanpa diikuti dengan kejahatan yang dikehendaki.
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 D. Syarat dipidananya pembuat percobaan kejahatan 1. Adanya Niat (voornemen);



Beberapa sarjana menganggap bahwa niat dalam kaitannya dengan percobaan tidak lain adalah sama dengan kesengajaan (baik kesengajaan sebagai maksud atau tujuan; kesengajaan sebagai kepastian; dan kesengajaan sebagai kemungkinan).Pendapat demikian dianut oleh D. Hazewinkel Suringa, Van Hamel, Van Hattum, Jonkers, dan Van Bemmelen. Pada hekikatnya niat termasuk juga seluruh kegiatan dalam pikiran si pelaku. Termasuk rencana bagaimana kehendak itu akan dilaksanakan, akibat-akibat yang mungkin akan timbul. Misal: niat untukmelakukan pembunuhan dengan memberikan roti yang mengandung racun kepada seseorang, dalam hal ini termasuk juga kesadarannya bahwa kemungkinan seluruh penghuni akan menjadi korban. Kemungkinan orang lain menjadi korban termasuk pula apa yang disebut niat pada syarat percobaan. Jadi untuk memberikan pengertian niat sangatlah sulit, karena untuk mengetahui niat seseorang sangat sulit diketahui, dan baru diketahui apabila orang tersebut telah mewujudkan dalam perbuatan pelaksanaan ataupun sudah ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan tersebut. 2. Adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) Dalam percobaan kejahatan terdapat dua ajaran yang saling berhadapan, yaitu ajaran subyektif dan ajaran obyektif, yang berbeda dalam memandang hal permulaan pelaksanaan: - ajaran subyektif: bertitik tolak dari niat (ukuran batin) si pembuat artinya bahwa patutnya dipidana terhadap pencoba kejahatan adalah terletak pada niat jahat orang itu yang dinilai telah mengancam kepentingan hukum yang dilindungi UU (membahayakan kepentingan hukum). - ajaran obyektif bertitik tolak dari wujud perbuatannya, artinya bahwa patut dipidananya terhadap pencoba kejahatan karena wujud permulaan pelaksanaan itu telah dinilai mengancam kepentingan hukum yang dilindungi UU (membahayakan kepentingan hukum). Berdasarkan kedua ajaran tersebut dapat dikatakan bahwa: a. Menurut ajaran subyektif ada permulaan pelaksanaan adalah apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah nampak secara jelas niat atau kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana. Misal: orang yang tidak biasa berhubungan dengan senjata tajam, suatu hari tiba-tiba mengasah pedang, dari wujud mengasah pedang ini telah tampak adanya niat untuk melakukan kejahatan dengan pedang yang diasah tersebut (membunuh orang).
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 b. Menurut ajaran obyektif adanya permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah tampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu. Misal: seseorang dihadapan orang yang dibencinya telah mengokang pistolnya dengan mengarahkan moncongsenjata itu ke arah orang yang dibencinya. Perbuatan mengokang pistol dianggap merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan, sedangkan menarik pistol merupakan perbuatan pelaksanaan pembunuhan.  Ada tiga wujud perbuatan ketika dihadapkan pada terbentuknya Niat (kehendak)   



Perbuatan persiapan Permulaan pelaksanaan Perbuatan pelaksanaan (menghasilkan tindak pidana selesai/tidak).



Jadi kunci untuk menentukan apakah terjadi percobaan kejahatan ataukah belum, secara obyektif adalah pada perbuatan pelaksanaan (bukan pada permulaan pelaksanaan) hal ini dapat dilihat dari bunyi “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri-sendiri arti dan maksud pelaksanaan dalam kalimat itu adalah perbuatan pelaksanaan. Menurut ajaran obyektif ada dua perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum atas nyawa korban, yaitu: 







dipandang



telah



Perbuatan mencabut pedang dari balik bajunya; (merupakan permulaan pelaksanaan) Perbuatan mengayunkan pedang ke arah tubuh korban; (perbuatan pelaksanaan)



Ukuran perbuatan pelaksanaan adalah berupa perbuatan satu-satunya untuk menyelesaikan atau mewujudkan kejahatan itu, oleh sebab itu hubungannya sangat erat dan langsung dengan kejahatan. Syarat permulaan pelaksanaan adalah perbuatan ini harus mendahului perbuatan pelaksanaan, tanpa permulaan pelaksanaan tidaklah mungkin dapat dilakukan perbuatan pelaksanaan. Menurut Moeljatno permulaan pelaksanaan itu harus memenuhi 3 syarat: 











secara obyektif apa yang telah dilakukan pembuat harus mendekatkan kepada delik yang dituju. Apa yang dilakukan itu harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut. secara subyektif, dipandang dari sudut niat, bahwa apa yang telah dilakukan si pembuat ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu. bahwa apa yang telah dilakukan oleh si pembuat merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
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 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.



a. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan pelaksanaan atau perbuatan pelaksanaan adalah perbuatan yang didahului oleh permulaan pelaksanaan, dan yang telah berhubungan langsung dengan kejahatan yang diperbuat, artinya inilah satu-satunya perbuatan yang langsung dapat melahirkan kejahatan secara sempurna, tanpa harus ada perbuatan lain. Dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan adalah tingkah laku yang berhubungan lasngung dengan unsur perbuatan terlarang dalam rumusan tindak pidana, misalnya pada pencurian (362) perbuatan pelaksanaan adalah merupakan pelaksanaan dari perbuatan mengambil. Dalam tindak pidana materiil perbuatan pelaksanaan adalah tingkah laku yang berhubungan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat terlarang yang dirumuskan dalam uu, misal pembunuhan (338) perbuatan pelaksanaan adalah merupakan segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kematian, menembak, menusuk dsb. b. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan tidak selesai pada tindak pidana formil, pelaksanaan yang tidak selesai artinya ialah perbuatan itu telah mulai dilaksanakan yang pada saat atau sedang berlangsungnya kemudian terhenti, dalam arti apa yang menjadi syarat selesainya perbuatan itu tidak terpenuhi. Pada pencurian syarat selesainya perbuatan mengambil ialah apabila dari perbuatan itu telah berpindah kekuasaan benda yang diambilnya ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata. (apabila hendak berbuat berbuat sesuatu terhadap benda itu dia langsung bisa melakukannya tanpa memerlukan perbuatan lain lebih dahulu). Pada tindak pidana materiil, pelaksanaan tidak selesai itu apabila dari wujud perbuatan itu tidak menghasilkan akibat yang terlarang (tidak terwujudnya akibat perbuatan). Bisa jadi wujud perbuatannya tidak terhenti, melainkan telah penuh sempurna dilaksanakan seperti kejahatan selesai, misal pembunuhan (338) telah menarik pelatuk dan pistol meledak, peluru mengenai tubuh tetapi tidak pada bagian yang mematikan, perbuatan itu tidak menimbulkan akibat matinya korban. Pada tindak pidana materiil bisa juga pelaksanaannya terhenti seperti pada tindak pidana formil, dan tentu akibat yang terlarang tidak timbul karena akibat ini merupakan syarat esensial, misalnya: 



Perbuatan menembak, dia telah manarik pelatuk senapan tetapi tidak meledak. Perbuatan menembak sempurna ialah bila memenuhi syarat: menarik pelatuk senapan dan senapan meledak.
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Perkosaan (285), laki-laki itu memaksa untk bersetubuh dengan mengeluarkan pisau, tetapi si wanita melawan kemudian pisau terlepas dan beralih ke tangan calon korban, persetubuhan tidan terjadi. c. Apa yang dimaksud dengan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Titik berat pada syarat ketiga untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan ialah tidak selesainya pelaksanaan semata-mata disebabkan oleh hal diluar  kehendaknya. Artinya apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri, maka orang itu tidak dipidana. Motif pengunduran diri tersebut tidak penting apakah orang tersebut takut dosa, rasa kasihan,atau takut penjara. Tetapi lain halnya jika pengunduran diri itu disebabkan adanya halangan bersifat fisik yang menekan kehendaknya sehingga terpaksanva menghentikan pelaksanaan yang sedang berjalan. Berdasarkan syarat tersebut maka: ada percobaan kejahatan yang dapat dipidana, jika memenuhi syarat2 dalam Pasal 53 ayat (1); namun ada pula percobaan kejahatan yang tidak dapat dipidana, yakni jika slah satu syarat itu tidak dipenuhi, misal pada syarat ketiga: percobaan kejahatan yang tidak selesai disebabkan karena kehendaknya sendiri atau pengunduran diri sukarela (vrijwillige terugtred). ada percobaan yang secara tegas oleh UU ditetapkan sebagai percobaannya tidak dipidana. Misal: percobaan penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (5), percobaan penganiayaan hewan (Pasal 302 ayat (4), percobaan perang tanding (Pasal 184 ayat (5). Percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana (ditegaskan dalam Pasal 54), karena sedemikian kecil (ringan, tidak seberapa) kepentingan hukum yang dilanggar atau akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh suatu percobaan. Percobaan kejahatan yang dapat dipidana hanya pada tindak pidana dolus, dan tidak mungkin pada tindak pidana culpa. Percobaan tidak dapat terjadi pada tindak pidana pasif (tindak pidana omisionis), sebab tindak pidana omisionis unsur perbuatannya adalah tidak berbuat, yang dengan tidak berbuat itu melanggar suatu kewajiban hukumnya.Sedangkan pada percobaan kejahatan harus ada permulaan pelaksanaan, yang in casu harus berbuat. 
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ada beberapa kejahatan yang karena sifat kejahatan dalam rumusannya tidak mungkin dapat terjadi percobaan, yaitu: - karena percobaannya dirumuskan sebagai atau merupakan kejahatan selesai, yaitu kejahatan2 makar (Pasal 104, 106, 107 juncto 87) - karena unsur perbuatan yang dilarang dari kejahatan pada dasarnya adalah berupa percobaan, misal pasal 163 bis ayat (1); Pasal 391.



E. Percobaan selesai, tertunda, dan dikualisir 



1. Percobaan selesai: melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksnaannya sudah begitu jauh sama seperti tindak pidana selesai, akan tetapi oleh sebab suesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. Dikatakan percobaan, sebab tindak pidana yang dituju tidak terjadi, dikatakan selesai karena pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan dengan pelkaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai. Ex: A hendak membunuh B, telah mengrahkan, pelatuk telah ditarik, senapan telah meletup, peluru telah melesat, tetapi tidak mengenai sasaran B. 2. Percobaan tertunda., adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan. Ex: seorang pencopet yang telah mengulkurkan tangannya, memegang dompet, tangannya dikupul oleh pemiliknya. (kasus ini benar2 percobaan dapat dipidana) 3. percobaan yang dikualifisir, adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya mrpk tindak pidana selesai yang lain daripada yang dituju. Misalnya : orang hendak membunuh tetapi tidak mati, melainkan luka berat
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 BAB III KASUS PERCOBAAN TINDAK PIDANA



III.



Data dan Analisis



Berita Kasus Percobaan Penyelundupan Heroin Boyolali (Solopos.com)  – Polda Jateng kini menangani kasus percobaan penyelundupan heroin seberat 1,4 kg yang terungkap Senin (9/5) lalu di Bandara Adi Soemarmo. CA, tersangka pembawa heroin juga telah diserahkan ke Polda Jateng. PENGAWALAN KETAT -- Tersangka pelaku penyelundupan heroin, CA (bertutup kepala) dikawal ketat petugas saat diperiksa di Mapolres Boyolali, Selasa (10/5). (Espos/Farida Trisnaningtyas) Kapolres Boyolali AKBP Romin Thaib melalui Kasat Narkoba AKP Joko Sugiyanto menuturkan kasus penyelundupan ini melibatkan jaringan antarnegara sehingga kasusnya diambi l alih Polda Jateng. “Baik tersangka ataupun barang bukti (BB) dibawa langsung ke Polda. Begitu juga dengan penanganan kasusnya,” ujarnya ketika ditemui wartawan di Mapolres Boyolali, Selasa. Berdasarkan pengakuan tersangka, kata Joko, CA hanya dititipi travel bag oleh seseorang berinisial ER ketika berada di Malaysia. ER meminta agar  travel  bag tersebut diberikan kepada IN. IN diakui sebagai tante ER. CA mengaku tidak tahu menahu isi travel bag tersebut hingga akhirnya perempuan 51 tahun ini tertangkap di Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Menurut keterangan perempuan asal Pontianak, Kalimantan Barat ini, dirinya mengenal IN dari saudaranya yang berada di Jakarta. IN lantas mengajaknya bekerja sama di bidang ponsel dan elektronik. Dari IN ia dikenalkan dengan ER yang bekerja di Malaysia. Bertiga mereka berencana pergi ke Malaysia dengan alasan belanja perlengkapan dan alat-alat Ponsel. Saat hendak berangkat dari Bandara SoekarnoHatta, Cengkareng, IN tiba-tiba membatalkan kepergiannya sehingga hanya CA dan ER saja yang bertolak ke Malaysia. Dari Malaysia, CA pulang ke Indonesia melalui Solo. Sebelum pulang, ER titip travel bag untuk diberikan kepada IN sesampainya di Jakarta. Di Solo ia berniat kulakan batik. Menurut rencana, CA akan melanjutkan perjalanannya dari Solo ke Jakarta menggunakan kereta api. “Hasil tes urine dinyatakan negatif. Sementara ini tersangka masih dianggap sebagai kurir,” jelas Joko. Penyelidikan lanjutan dilimpahkan ke penyidik Direktorat
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 Narkoba Polda Jateng. Hal ini dilakukan sekaligus untuk memburu keterlibatan orangorang disebut oleh tersangka. Wakapolres Boyolali, Kompol Amingga Meilana Primastito menegaskan kasus penyelundupan heroin kali ini tidak ada kaitannya dengan penyelundupan heroin sebelumnya yang dilakukan seorang perempuan warga Filipina, Cherry Ann Panaligan Calaud. “Bandara Adi Soemarmo adalah bandara internasional. Ada sejumlah penerbangan yang langsung ke Malaysia dan Singapura, tidak menutup kemungkinan terjadi penyelundupan,” jelasnya. Christin kemudian dijemput langsung oleh Kasat I Ditnarkoba Polda Jawa Tengah, AKBP Cornelius Wisnu beserta sejumlah barang bukti. Cornelius Wisnu menuturkan penanganan kasus penyelundupan ini diambil alih Polda mengingat melibatkan jaringan luar negeri. “Penyelundupan Narkoba antarnegara d an perlu penyelidikan lebih lanjut. Ada keterlibatan warga asing butuh koordinasi antarnegara dengan melibatkan Interpol,” paparnya.  Akibat perbuatannya, tersangka dapat dijerat Pasal 113 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35/2009, tentang Narkotika Golongan Satu. Ia terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Akan tetapi, jika barang terlarang yang ditemukan beratlebih dari lima gram, pelaku dapat dipidana mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar .[4]Penutup Kasus penyelundupan morfin ini bisa digolongkan sebagai percobaan yang pelaksanaannya tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Sebab jika dilihat sebagai serangkaian kegiatan, maka dalam kasusini telah terlaksana serangkaian kegiatan yang berpotensi memberikan efek bahata terhaap hukum. tidak sebatas perbuatan saja, pada kasus ini juga telah mengaakomodir dapat dipidananya orang (pelaku) dari tindak pidana penyelindupan morfin diatas. Dalam teori permulaan yang dikemukakan oleh Van Hamelberpendapat bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Jadi yang dipentingkan adalah ukuran yang telah ternyata adanya sikap batin yang jahat dan berbahaya dari si pembuat. Sehingga sesuai dengan teori ini dalam kasus yang menyeret SR memang dapat dinyatakan telah masuk dalan wilayah telah melakukan permulaan pelaksanaan.sebab telah dilaksanakan pengirimin hingga sapai ke indonesia dari malaisia. Walaupun pada saat ini CA secara hukum memang tidak dapat dijerat sebab kompetinsinya yang hanya dianggap sebagai kurir. Akan tetapi jika telah terbukti maka ia pun dapat ditetapkan sebagai terdakwa.
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 BAB IV PENUTUP



Kesimpulan



Terduga CA, IN, ER dapat dinyatakan sebagai pelaku sebab mereka telah melakukan serangkaian perbuatan pidana yang merupakan bagian dari serangkaian tindak pidana. Dimana ia telah melaksanakan permulaan perbuatan dengantelah ternyatanya suatu perbguatan. Yaitu dengan mengirimkan morfin terdebut melakui CA.  Akan tetapi kompetensi PA disini yang masih sulit. Sebab belum ada bukti yang menyatakan CA sebagai pelku, bukan hanya seperti akal dalam penyertaan tindak pidan. Kemudian mengenai penyelundupan ini tidak memasuku suatau tindak pidana selesai. Akan tetapi hanya pada percobaan tindak pidana semata. Sebab tindakan yang telah ternyata mampu melingkupi 3 syarat permulaan pelaksanaan Menurut Moeljatno, yaitu: Pertama, secara obyektif apa yang telah dilakukan pembuat harus mendekatkan kepada delik yang dituju. Apa yang dilakukan itu harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut. Kedua, secara subyektif, dipandang dari sudut niat, bahwa apa yang telah dilakukan si pembuat ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu. Ketiga, bahwa apa yang telah dilakukan oleh si pembuat merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
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